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PUTUSAN

Nomor: 1154/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn
I P TN -
&{-‘; 2SS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3519085504970002, tempat/tanggal lahir: Magetan, 15
April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat tempat tinggal di Dusun Gedangan,
RT 018, RW 003, Desa Bagi, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Alwi
Fachrudin.S.H.I. dan Kawan, para Advokat pada Kantor “ADVOKAT
M.A.F & REKAN", alamat di jl. H Juanda 178A Ponorogo (Rumah
Hukum Ponorogo), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28
Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama XxXxXxxxxx Xxxxxx Nomor 1001/Kuasa.AD/X/2024 tanggal 28
Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK: 3519080705940001, tempat/tanggal lahir: Madiun, 07 Mei
1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, alamt tempat tinggal di Dusun Gedangan, RT 018, RW
003, Desa Bagi, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Xxxxxx Nomor:
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1154/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan

suami istri sah yang telah menikah pada hari Selasa, 16 Mei 2017 M di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan:

Nglames Kabupaten: Madiun, sebagaimana termaktub dalam KUTIPAN

AKTA NIKAH Nomor: 0092/019/V/2017;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan

Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Gedangan RT. 018 RW. 003

Desa Bagi XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya

suami istri (ba’da dukhul) dengan baik dan harmonis hingga dikaruniai dua

orang anak:

a. Kanaya Queen, Perempuan, Lahir di Madiun 16 September 2017;

b. Cataleya Angel, Perempuan, Lahir di Madiun 30 Maret 2020;

Yang saat ini keduanya diasuh oleh ibu Tergugat;

5. Bahwa awalya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah sering bertengkar,

sering terjadi perselisihan atau percek-cokan yang disebabkan beberapa
hal, antara lain:

Pertama, Bahwa Tergugat yang diketahui telah memiliki Wanita
Idaman Lain (WIL) yang diketahui telah dinikahi secara sirri hingga
mempunyai anak;

Kedua, Sejak kejadian menikah tersebut Tergugat tidak mampu
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, hingga akhirnya
Penggugat memutuskan bekerja keluar negeri pada tahun 2022 untuk
mencukupi kebutuhan keluarga dan anak;

Ketiga, Tergugat selalu bertindak semaunya sendiri, sering
bersikap kasar apalagi ketika marah atau saat bertengkar;

6. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung

reda, justru semakin memuncak pada awal tahun tahun 2022 yang
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disebabkan masalah yang sama sebagaimana dimaksud dalam posita
nomor 5. Bahkan Penggugat saat pulang dari Luar negeri berusaha
membenahi hubungan keluarga namun tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat.
Karena semakin tidak tahan dan demi kesehatan psikis, Penggugat memilih
pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat sejak sebelum ke Luar negeri
hingga saat ini. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah putus
komunikasi dan telah pisah rumah selama 2 tahun 9 bulan berturut-turut
yakni awal tahun 2022 hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat juga telah mengupayakan agar perkawinannya
dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena ulah Tergugat yang tidak bertangung jawab tersebut,
Penggugat merasa sangat trauma serta menderita lahir batin dan tidak
sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya
Penggugat mengajukan Perkara Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama
XXXXXXXXX XXXXXX;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80
ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,”Bahwa suami wajib
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. Sesuai dengan
penghasilanya, suami menanggung a. nafkah, kiswah, dan tempat
kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
pengobatan bagi anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.”
10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai
dengan tujuan perkawinan yaitu, Sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga
perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan
Penggugat dan Tergugat.
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini sesuai hukum yang berlaku;.
Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama XxXXXXXXXX XXXXXX agar berkenan memeriksa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 1154/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :
PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Aditya Tri Nur
Heriyanto bin Sukiro) terhadap Penggugat (Kurnia Puji Astuti binti
Sarkam).

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER
Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXX XXXXXX pemeriksa
perkara Aquo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor: 1154/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal ...
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
3519085504970002 Tanggal06-11-2024 dari Kantor Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXX, bermeterai
cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor
470/781/402.409.02/2024 Tanggal 05-11-2024 dari Kantor Desa Bagi
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor
0092/019/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan KUA Madiun (nglames) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXX , bermeterai cukup, bukti P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXxX

XXXXX XXXxXX, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah bulek Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang
menikah padatanggal 16 Mei 2017 di KUA Madiun (nglames)
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX;

- Bahwa setelah menikahPenggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
dua orang anak; ;

- Bahwa saksi mengetahuimaksud kedatangan Penggugat ke
persidangan ini karena ingin bercerai denganTergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersamadirumah orangtua Tergugat

- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tanggaPenggugat dan
Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak awal
tahun 2022 Penggugatdengan Tergugat sudah mulai sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkankarena Tergugat
kedapatan selingkuh dengan wanita idaman lain yang berasal dari
Ngawi;

- Bahwa akibat dariperselisihan dan pertengkaran tersebut sejak saat
itu Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah dan telah putus

komunikasi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua
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Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua
Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat
, dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi
pertengkaran;

- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat

KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah pak lek
Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada
tanggal 16 Mei 2017 di KUA Madiun (nglames) XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXX;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
dua orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke
persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orangtua Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak awal tahun 2022
Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan
wanita lain;

- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah telah
pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat pulang
ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di

rumah orang tua Tergugat;
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- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat
, dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi
pertengkaran;

- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya,
kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan
verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (Herzeine Indonesisch

Reglement) dan dalil syar?:

989 v pld pualuall 8o o S G| (mE5 o
J 5> Y allls

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “(Ahkamul Qur-
an |l : 405);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak
dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR
(Herzeine Indonesisch Reglement) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir
sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi, sebagaimana dimaksud oleh
Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang
didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya,
Penggugat dan Tergugat diantara keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah
tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh
karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in
sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR
(Herzienne Indonesisch Reglement) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka
sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi
dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan
nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua)
orang saksi, yaitu: bu lek dan pak lek;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Surat Keterangan) P.3(fotokopi
Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 165 HIR (Herzeine
Indonesisch Reglement) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran
identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus
dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
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isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai persona
standi in judicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172
HIR (Herzeine Indonesisch Reglement) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang
lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan
dalil-dalil Penggugat (mutual conformity), membuktikan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan ...;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling
bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan
perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2017, dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin
hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang
layak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama lebih kurang 2 tahun, 9 bulan serta diantara keduanya sudah tidak
saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam
rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah
tidak saling berhubungan/komuniksi antara satu dengan lainnya serta di antara
keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang
Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga
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(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada
dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti
ini akan lebih membawa madharat, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak
berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah
menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan
Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum lIslam yang terkandung
dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il Halaman 248:

Licl ol dauzg )l dinn uioladl sa) blges e 3]

Artinya: Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp350000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 12 November
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh
kami Drs. Fatkhul Amin, sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan
Sondy Ari Saputra, S.H.l. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Rofik Latifah, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis,
Drs. Fatkhul Amin
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Siti Marhamah, S.Ag. Sondy Ari Saputra, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara :
1. PNBP
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a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P Rp. 20.000,00
danT
C. Redaksi Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Rp. 10.000,00
Putusan

2. Biaya proses Rp. 100.000,00

3. Panggilan Rp. 40.000,00

4, Pemberitahuan Isi Rp. 20.000,00

Putusan

5. Penyupahan Saksi Rp. 100.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 350.000,00
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